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Kata Kunci : Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Sistem akuntansi disusun dengan tujuan untuk menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus/defisit, dan laporan perhitungan anggaran. Sistem akuntansi pengeluaran kas yang baik akan menunjang kelancaran jalannya kegiatan di masing-masing SKPD. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana agar sistem pengeluaran kas dapat berjalan dengan baik. Di dalam Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan, sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana yang disebabkan kurang maksimalnya kinerja di fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan yang harusnya bertugas untuk memverfikasi kelengkapan bukti dan dokumen yang nantinya digunakan untuk mencairkan dana.
Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan Jl. Mataram No. 1 Kota Pekalongan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pekalongan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara (interview), metode observasi, metode dokumentasi.
Hasil penelitian memberikan informasi tentang Penatausahaan Bendahara Pengeluaran yang bertugas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Penatausahaan Keuangan pada Kuasa Pengguna Anggaran bertugas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). Penatausahaan pada DPPKAD sebagai SKPKD bertugas melakukan Pembukuan Belanja PPKD. Penyusunan Laporan oleh BUD antara lain Laporan kas harian, Rekonsiliasi bank, Register SPP,SPM, dan SP2D yang telah diterbitkan. Prosedur Penerbitan SP2D dengan melengkapi dokumen Surat Pengantar SPM, SPM, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Bukti setor. Penatausahaan pada DPPKAD sebagai BUD bertugas sebagai Penatausahaan Peneriamaan, Penatausahaan Pengeluaran, Rekonsiliasi Bank.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah semua fungsi di DPPKAD dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan pedoman yang ada di buku Peraturan Walikota nomor 36 tahun 2010 tentang “Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah”. Kurang maksimalnya kinerja dari fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di setiap SKPD dalam memverifikasi bukti-bukti. Saran yang dapat disampaikan perlu adanya asisten yang bisa membantu kerja dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk memverifikasi dokumen atau bukti-bukti.

